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Pendahuluan

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum
terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak
Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun
2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis
mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan
pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan
penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya
ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma
hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa
hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara
administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan
lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum
dalam proses seleksi calon kepala daerah.

Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi
kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada
integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan
regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala
daerah.

Kata kunci: Mantan Terpidana; Korupsi Pilkada

Sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam

setiap aspek penyelenggaraan negara. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum,(Heriyanto et al., 2024). Dalam konteks
ini, negara dituntut tidak hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga menjamin adanya keadilan,
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kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam teori Hans Kelsen, hukum
harus bersifat normatif, sistematis, dan tidak mengandung kekaburan,(Samekto, 2019). Sedangkan
Gustav Radbruch dalam trias hukum menekankan bahwa hukum ideal harus memenuhi unsur
keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmifigkeit),(Ilyas et
al., 2022). Ketiga prinsip tersebut menjadi kompas utama dalam menilai praktik-praktik hukum,
termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada sebagai salah satu instrumen
demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan etika publik. Dalam praktiknya,
tahapan pencalonan kepala daerah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan,
termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 4 huruf (f),
PKPU tersebut mengatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai mantan terpidana
yang dijatuhi hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap pelaku kejahatan
politik,(Bahrudin & Hidayatullah, 2021). Norma ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi
serta penguatan integritas pejabat publik, sebagaimana dikembangkan dalam teori good governance dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik,(Rasul, 2012).

Realitas empiris di Indonesia menunjukkan masih adanya deviasi antara norma dan praktik.
Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel,
Papua, di mana seorang mantan terpidana kasus korupsi berhasil mencalonkan diri sebagai kepala
daerah dan bahkan lolos dalam seleksi administrasi KPU daerah setempat,(Aisy et al., 2021). Hal ini
menimbulkan polemik di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan serius terhadap konsistensi
penegakan hukum pemilu dan integritas lembaga penyelenggara pemilu. Fenomena ini menjadi
sorotan publik karena calon tersebut sebelumnya telah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dalam perkara penyalahgunaan anggaran daerah dan pengadaan kapal tanker.
Meskipun telah menjalani masa hukuman, pencalonan kembali yang bersangkutan menuai kritik keras
dari berbagai kalangan, termasuk pegiat antikorupsi, akademisi, dan masyarakat sipil,(Alasman
Mpesau, 2024). Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel dianggap telah
melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan calon yang tidak memenuhi ketentuan PKPU
Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan, KPU RI sempat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada
komisioner daerah tersebut, namun kemudian mencabut kembali keputusannya dan mengizinkan
calon tetap maju dalam Pilkada,(Daud & Haryadi, 2022).

Studi mutakhir terkait isu ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum
positif dan interpretasi lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa penelitian terdahulu menekankan
pentingnya menjaga moralitas publik dalam pencalonan kepala daerah, salah satunya melalui
pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. Penelitian oleh Syarifuddin (2020) menyebutkan
bahwa integritas calon pemimpin daerah merupakan indikator utama dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel,(Muliawaty et al., 2024). Sementara itu, riset oleh Fitriani et
al. (2021) memperlihatkan bahwa publik cenderung menolak pencalonan mantan napi korupsi,
meskipun secara formil hak politiknya belum dicabut,(Fadlillah, 2022). Terdapat pula studi yang
mengedepankan pendekatan HAM dan prinsip demokrasi. Beberapa akademisi menilai bahwa
mantan narapidana, termasuk korupsi, tetap memiliki hak untuk dipilih apabila telah menjalani masa
pidananya, selama tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politiknya,(Munthe & Dewi,
2020). Pendekatan ini banyak dianut dalam sistem hukum civil law maupun common law di negara lain.
Bahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2019 ditegaskan bahwa
pembatasan hak politik harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh melanggar prinsip non-
diskriminasi,(Lailam & Andrianti, 2022).

Kesenjangan antara studi yang mengutamakan moralitas pemimpin dengan pendekatan HAM
tersebut mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepentingan menjaga integritas demokrasi dan
pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif (John Rawls)
dan teori utilitarianisme (Jeremy Bentham) menjadi relevan untuk menilai apakah kebijakan larangan
pencalonan mantan napi korupsi lebih mencerminkan keadilan bagi masyarakat luas atau justru
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bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi,(Alfret, 2023). Kejadian di Boven Digoel menjadi
titik masuk untuk mengevaluasi kembali norma hukum yang ada, praktik institusional KPU, serta
efektivitas mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi, hukum harus menjamin
bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Di sisi lain, hukum juga berperan
sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk mencegah perilaku menyimpang
dan mendorong tumbuhnya budaya antikorupsi di kalangan pejabat publik,(Weenas, 2024).

Fakta bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan agar dilakukan pemungutan suara
ulang di Boven Digoel menunjukkan bahwa terdapat cacat hukum serius dalam tahapan pencalonan
tersebut. Keputusan ini memperkuat argumentasi bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus
tunduk pada prinsip legalitas dan tidak boleh menafsirkan norma secara sepihak. Selain itu, peristiwa
ini mempertegas pentingnya reformulasi sistem seleksi calon kepala daerah agar tidak hanya
memenuhi aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan keadilan
substantif,(Limbong, 2021). Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah pertentangan antara norma
larangan pencalonan mantan terpidana (PKPU Nomor 1 Tahun 2020) dengan hak politik sebagai
bagian dari HAM yang dijamin oleh UUD 1945. Di sinilah letak kompleksitas permasalahan hukum:
apakah hukum elektoral yang membatasi hak mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi
merupakan bentuk perlindungan terhadap demokrasi, atau justru pelanggaran terhadap hak
konstitusional warga negara?

Dalam perspektif ini, penting untuk mengevaluasi kembali basis hukum yang digunakan dalam
merumuskan larangan pencalonan bagi mantan terpidana korupsi, serta menakar sejauh mana norma
tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penelitian ini juga
bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian hukum elektoral yang belum banyak membahas
keterkaitan antara PKPU dan HAM secara mendalam dalam konteks pencalonan kepala daerah.
Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini hendak mengkaji bagaimana pelaksanaan pencalonan
mantan narapidana korupsi pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel menurut
ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana perspektif
hukum memandang fenomena tersebut, baik dari sisi legal formal, prinsip kedaulatan rakyat, maupun
nilai-nilai HAM dan keadilan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang
digunakan penulis untuk melihat pencalonan mantan napi korupsi dari tiga perspektif utama: hukum
positif, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta perlindungan HAM. Dengan demikian, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pembentukan
kebijakan hukum pemilu yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada integritas demokrasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan desain
kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum
positif yang berlaku serta menghubungkannya dengan praktik di lapangan melalui pendekatan
konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasuistik. Pendekatan konseptual
digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan
rakyat dalam konteks pencalonan mantan terpidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti PKPU Nomor 1 Tahun 2020,
UUD 1945, dan KUHP, sementara pendekatan kasuistik dilakukan dengan mempelajari kasus konkrit
Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 sebagai fokus utama penelitian. Penelitian ini juga bersifat
normatif empiris, yaitu memadukan data kepustakaan dan data lapangan, dengan subjek penelitian
meliputi Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan elemen masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terpimpin, dan studi pustaka, yang
keseluruhannya dikembangkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait fenomena hukum
yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi
data, klasifikasi, interpretasi normatif, dan penarikan kesimpulan hukum. Metode ini dinilai tepat
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untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertumpu pada relevansi norma hukum terhadap praktik
penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya dalam menjawab persoalan hukum yang muncul
akibat pencalonan mantan narapidana korupsi dalam kontestasi demokrasi lokal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Di Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Boven Digoel
Menurut Pkpu Nomor 1 Tahun 2020

Pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020
di Kabupaten Boven Digoel merupakan isu hukum yang menarik untuk dikaji karena berada pada titik
persimpangan antara penegakan hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia,(Alasman
Mpesau, 2024). Secara normatif, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020
Pasal 4 huruf (f) secara tegas menyatakan bahwa calon kepala daerah tidak boleh merupakan bekas
narapidana yang dijatuhi pidana lima tahun atau lebih, kecuali dalam perkara politik atau kasus yang
tidak berhubungan dengan kejahatan terhadap negara dan keuangan negara,(Sarbaini, 2020).
Ketentuan ini dilandaskan pada semangat reformasi dan pemberantasan korupsi serta upaya
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam konteks tersebut, pembatasan hak politik
bagi mantan terpidana korupsi bukan semata-mata bentuk penghukuman, melainkan sebagai
mekanisme preventif agar pejabat publik memiliki integritas moral yang tinggi,(Amalia, 2022).

Dalam kasus Boven Digoel, pencalonan mantan terpidana korupsi yang sebelumnya telah
dijatuhi hukuman lima tahun penjara menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Di satu sisi,
berdasarkan Pasal 35 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seseorang yang
telah dipidana dapat dikenai pencabutan hak politik, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
Namun, pelaksanaan pencabutan hak ini harus didasarkan pada amar putusan hakim, bukan
interpretasi bebas dari penyelenggara pemilu,(Cibro, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun
secara moral publik menolak pencalonan mantan narapidana, secara hukum tetap diperlukan dasar
normatif yang kuat untuk membatasi hak konstitusional seseorang, sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (3) dan Pasal 28] ayat (2) UUD 1945. Maka, yang menjadi titik kritis adalah apakah PKPU
dapat menempati posisi lebih tinggi dari norma konstitusi atau hanya sebagai pengatur teknis yang
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,(Harisudin &
Alfiella, 2022).

Secara teoritik, penerapan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dalam konteks ini dapat dikaji melalui
pendekatan teori keadilan John Rawls, yang menekankan pada kesetaraan dan perlindungan terhadap
yang paling rentan, serta teori demokrasi partisipatif Jean Jacques Rousseau yang mengedepankan
kehendak umum (volonté générale) sebagai dasar pembentukan pemerintahan,(Soge, 2022). Dalam
konteks ini, larangan terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sesungguhnya
bertujuan melindungi kepentingan publik secara lebih luas, mencegah hadirnya figur yang berpotensi
merusak tatanan pemerintahan. Namun demikian, ketika larangan tersebut diberlakukan tanpa proses
hukum yang sah, seperti pencabutan hak politik oleh putusan hakim, maka akan menimbulkan
pertentangan antara prinsip keadilan prosedural dan keadilan substantif,(Soge, 2022).

Konstruksi hukum yang digunakan dalam kasus ini juga dapat ditinjau dari perspektif asas
legalitas dan asas lex superior derogat legi inferiori. Sebagaimana diketahui, PKPU sebagai produk hukum
turunan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi,(Asrina et al., 2024). Jika
seorang mantan narapidana tidak dijatuhi sanksi pencabutan hak politik oleh pengadilan, maka secara
konstitusional haknya untuk dipilih masih melekat. Ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
yang menyatakan bahwa perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab
negara, serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjamin hak warga negara untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan,(Khomsiyah et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan ketentuan
PKPU yang bertentangan dengan norma-norma tersebut berpotensi inkonstitusional jika tidak diiringi
oleh proses hukum formal yang memadai.
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Dalam praktiknya, kasus Boven Digoel menunjukkan ambiguitas antara keinginan menjaga
integritas pemerintahan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Komisi
Pemilihan Umum Daerah sempat meloloskan calon mantan terpidana, yang kemudian menimbulkan
polemik hingga mengakibatkan sanksi administratif dari KPU pusat,(Alasman Mpesau, 2024). Namun,
tak lama kemudian keputusan tersebut ditarik kembali, dan calon tetap diikutsertakan dalam
kontestasi. Peristiwa ini mengindikasikan lemahnya kepastian hukum dalam proses seleksi
administrasi pencalonan serta mencerminkan belum adanya harmonisasi antara norma hukum
substantif dan norma hukum teknis. Mahkamah Konstitusi yang menjadi garda akhir penegakan
konstitusi, akhirnya harus memberikan putusan terhadap sengketa tersebut, sebagai bentuk koreksi
terhadap ketidakkonsistenan institusi penyelenggara pemilu dalam menerapkan aturan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi
dalam Pilkada Boven Digoel menyisakan persoalan yuridis dan filosofis yang belum sepenuhnya
tuntas. Di satu sisi, perlindungan terhadap integritas demokrasi mendorong lahirnya pembatasan
terhadap calon kepala daerah dengan rekam jejak pidana berat. Di sisi lain, hak politik sebagai bagian
dari hak asasi manusia tetap harus dihormati dan hanya dapat dibatasi berdasarkan prinsip due process
of law. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk kebijakan untuk merumuskan regulasi yang secara
tegas, adil, dan konstitusional agar praktik demokrasi elektoral tidak menyimpang dari prinsip negara
hukum yang menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Perspektif Hukum Mantan Terpidana Korupsi Di Kabupaten Boven Digoel Pada Pilkada Tahun 2020

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, hak politik warga negara dijamin secara eksplisit
dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,(Andinia
Noffa Safitria et al., 2024). Namun, dalam kasus pencalonan mantan terpidana korupsi di Kabupaten
Boven Digoel pada Pilkada Tahun 2020, ditemukan adanya perbedaan interpretasi hukum antara
lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah maupun nasional terhadap hak mencalonkan diri
sebagai kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Boven Digoel, diakui bahwa
calon tersebut pernah dijatuhi hukuman pidana lima tahun pada tahun 2010 dan bebas pada tahun
2015. Karena itu, pada tahun 2020, pencalonannya dianggap sudah berada di luar masa pencabutan
hak politik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP, yakni dua sampai lima tahun setelah
masa pidana pokok berakhir,(Alasman Mpesau, 2024). Klaim ini menjadi dasar administratif bagi KPU
daerah untuk menerima berkas pencalonan yang bersangkutan.

Namun di sisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menegaskan bahwa larangan
pencalonan tetap berlaku merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf (f) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang
secara tegas melarang mantan narapidana korupsi yang dijatuhi pidana lima tahun atau lebih untuk
mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tanpa memberikan ruang pengecualian terhadap status
rehabilitasi atau telah lewatnya masa pencabutan hak,(Alasman Mpesau, 2024). Hal ini menunjukkan
adanya benturan antara norma administratif dalam PKPU dan norma pidana dalam KUHP, yang
mengatur mekanisme pencabutan dan pemulihan hak politik secara formal. Dalam konteks ini,
penelitian menemukan bahwa terdapat ambiguitas dalam memahami hierarki peraturan dan dasar
otoritatif pemberian sanksi terhadap hak politik warga negara, khususnya mantan terpidana korupsi.

Dari perspektif teori hukum, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori kedaulatan
rakyat ala Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi
memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas. Dalam kerangka ini, mantan terpidana korupsi,
setelah menjalani masa pidana dan tidak ada keputusan hukum lanjutan yang mencabut hak
politiknya, seharusnya dapat kembali berpartisipasi dalam proses demokrasi,(Cibro, 2022). Hal ini
ditegaskan pula dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan
kesetaraan warga negara dalam memperoleh akses terhadap jabatan publik. Namun demikian, hak
tersebut tidak absolut karena Pasal 28] ayat (2) UUD 1945 memberikan ruang pembatasan asalkan
dilakukan oleh undang-undang dan ditujukan untuk melindungi hak-hak orang lain serta menjaga
moralitas dan ketertiban umum,(Jayadi, 2018).
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Penelitian ini juga menemukan bahwa argumentasi konstitusional yang digunakan untuk
membenarkan pencalonan mantan terpidana dalam kasus Boven Digoel sering kali melemah ketika
dihadapkan pada nilai keadilan substantif dan kepentingan publik. Dalam pandangan Aristoteles,
keadilan bukan hanya soal kesamaan perlakuan, tetapi juga proporsionalitas memberi kepada masing-
masing apa yang menjadi haknya dan memperhatikan dampak atas tindakan seseorang terhadap
masyarakat,(Vegetti, 2017). Maka, meskipun secara hukum formal mantan narapidana korupsi berhak
mencalonkan diri, secara substantif, tindakan tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat luas
yang menjadi korban tidak langsung dari korupsi. Apalagi bila korupsi tersebut berkaitan dengan dana
publik atau jabatan sebelumnya, yang telah disalahgunakan.

Konstruksi hukum terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi ini semakin rumit ketika
dihadapkan pada ketentuan yang tersebar di berbagai regulasi seperti: KUHP, Undang-Undang
Tipikor, UUD 1945, Undang-Undang HAM, dan PKPU. Di satu sisi, hukum pidana memberikan sanksi
pencabutan hak yang bersifat terbatas dan temporer, sementara hukum administrasi pemilu dalam
PKPU membentuk norma tersendiri yang lebih membatasi,(Tanjung & Saraswati, 2018). Penelitian ini
menyimpulkan bahwa inkonsistensi norma hukum lintas sektor dan minimnya harmonisasi antar
regulasi menjadi penyebab utama ambiguitas implementasi hukum dalam kasus ini. Ketika tidak ada
putusan pengadilan yang secara eksplisit mencabut hak politik, maka secara prinsip, larangan
pencalonan seharusnya tidak berlaku absolut tanpa landasan yang jelas, sebab hal itu berisiko
bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law,(Yanto & Hikmah, 2023).

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa perspektif hukum terhadap
pencalonan mantan terpidana korupsi masih bersifat dilematis dan terfragmentasi. Di satu sisi,
terdapat kepentingan untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi masyarakat dari calon
pemimpin yang tercela secara moral. Namun di sisi lain, pembatasan hak politik harus didasarkan
pada putusan hukum yang sah dan tidak dilakukan secara administratif semata. Oleh karena itu, perlu
adanya penegasan secara sistemik melalui reformulasi norma dalam bentuk undang-undang atau
putusan pengadilan konstitusional, agar tidak terjadi kekaburan hukum yang dapat menurunkan
kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu dan mengganggu keadilan elektoral yang menjadi pilar
demokrasi.

Diskusi

Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Di Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Boven Digoel
Menurut Pkpu Nomor 1 Tahun 2020

Pembahasan mengenai pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun
2020 di Kabupaten Boven Digoel menjadi penting karena kasus ini mencerminkan benturan antara nilai
demokrasi, prinsip penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengolah
data dari peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, dan observasi administratif yang
menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana korupsi tetap berhasil lolos
dalam tahap pencalonan meskipun secara normatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (f)
PKPU Nomor 1 Tahun 2020,(Alasman Mpesau, 2024). Fakta ini menjadi temuan utama yang dikaitkan
dengan lemahnya implementasi norma hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah di tingkat
lokal.

Secara umum, ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 telah menetapkan standar etik dan hukum
terhadap siapa saja yang layak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dengan menekankan bahwa
mereka yang pernah dihukum pidana lima tahun atau lebih karena tindak pidana korupsi tidak
diperkenankan mencalonkan diri,(Cibro, 2022). Namun dalam praktiknya, data menunjukkan bahwa
calon di Boven Digoel yang memiliki rekam jejak sebagai terpidana korupsi tetap diterima berkasnya
oleh KPU setempat, dan bahkan diloloskan hingga tahap penetapan pasangan calon. Hal ini
mengindikasikan adanya kekosongan pengawasan dan inkonsistensi antara norma tertulis dan
pelaksanaannya di tingkat lapangan.
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Prosedur administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boven Digoel dalam menerima
pencalonan tersebut menjadi titik krusial dalam pembahasan ini. Berdasarkan data hasil wawancara
dan dokumen pencalonan, tidak terdapat bukti bahwa calon tersebut telah melalui masa jeda lima
tahun sebagaimana dimaksud dalam regulasi, atau bahwa pencabutan hak politiknya telah secara sah
dipulihkan melalui putusan pengadilan. Keputusan KPU yang meloloskan pencalonan tersebut
kemudian memperoleh teguran administratif dari KPU RI, namun justru diperbaiki dengan
membatalkan sanksi dan tetap memperbolehkan calon tersebut ikut kontestasi,(Alasman Mpesau,
2024). Data ini menunjukkan tidak hanya lemahnya penerapan norma, tetapi juga inkonsistensi
kelembagaan di tubuh KPU sendiri.

Analisis lebih lanjut mengaitkan fenomena ini dengan konsep legalitas dalam negara hukum.
Berdasarkan asas legalitas, segala tindakan pejabat publik harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, meloloskan calon yang telah nyata-nyata tidak
memenuhi syarat menurut PKPU menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas. Ini berpotensi
menimbulkan preseden negatif bahwa norma pemilu dapat dinegosiasikan atau disesuaikan
tergantung pada konteks politik dan tekanan lokal, bukan semata-mata berdasarkan prinsip hukum
yang objektif. Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, keputusan meloloskan mantan
terpidana korupsi tersebut mencederai prinsip keadilan distributif yang berusaha memaksimalkan
manfaat bagi pihak yang paling dirugikan, yaitu masyarakat pemilih. Dalam kerangka pemilihan
umum yang sehat, publik seharusnya mendapatkan pilihan dari kandidat yang berintegritas dan
bersih dari tindak pidana korupsi,(Tanjung & Saraswati, 2018). Maka, ketika lembaga penyelenggara
justru meloloskan kandidat bermasalah, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi lokal pun
mengalami erosi.

Konflik ini semakin tajam ketika dikaitkan dengan konsep kedaulatan rakyat dan hak asasi
manusia. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap
warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun hak ini bukanlah hak absolut, sebab
Pasal 28] UUD 1945 memperbolehkan adanya pembatasan hak asasi seseorang sepanjang untuk
menjamin hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum, (Sida, 2019). Maka, pelarangan terhadap
mantan narapidana korupsi mencalonkan diri bukan pelanggaran HAM, melainkan bentuk
perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pemimpin yang bersih dan berintegritas.
Dalam hal ini, pendekatan kasuistik digunakan untuk melihat praktik empirik di Boven Digoel sebagai
studi kasus yang mewakili kegagalan harmonisasi antara norma dan praktik. Temuan ini mendukung
hipotesis bahwa sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia masih rentan terhadap penyimpangan
administratif dan belum sepenuhnya memiliki daya tahan terhadap tekanan politik lokal. Hal ini
diperparah dengan ketiadaan sistem pengawasan berlapis yang mampu menjamin bahwa ketentuan
hukum substantif seperti PKPU benar-benar ditaati secara konsisten di seluruh tingkatan.

Berdasarkan konstruksi hukum, pencabutan hak politik merupakan sanksi tambahan yang
harus ditetapkan secara eksplisit dalam amar putusan pengadilan. Tanpa itu, hak untuk dipilih tetap
melekat. Namun, PKPU Nomor 1 Tahun 2020 justru mengambil alih fungsi tersebut dengan
menegasikan hak politik berdasarkan parameter administratif, bukan berdasarkan amar
pengadilan,(Yanto & Hikmah, 2023). Situasi ini mengandung persoalan yuridis karena berpotensi
menabrak prinsip non-retroaktif dan prinsip due process of law,(Asrina et al., 2024). Maka perlu ada
kejelasan apakah PKPU dapat dianggap memiliki kewenangan substantif yang melampaui peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pengolahan data, ditemukan bahwa dasar hukum yang
dijadikan rujukan KPU untuk menilai kelayakan pencalonan belum disertai dengan pedoman teknis
yang eksplisit dan rinci. Sehingga interpretasi terhadap ketentuan dalam PKPU sering kali bersifat
subjektif dan inkonsisten antar daerah. Data ini diperkuat dengan wawancara terhadap penyelenggara
pemilu di daerah yang menyatakan bahwa terdapat kebingungan dalam menentukan batas masa jeda
lima tahun atau kondisi formal pemulihan hak politik,(Alasman Mpesau, 2024). Hal ini menunjukkan
bahwa lemahnya peraturan pelaksana turut memicu kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan
administratif.
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Hasil ini juga menunjukkan bahwa PKPU Nomor 1 Tahun 2020 memiliki daya jangkau terbatas
jika tidak didukung oleh perangkat hukum lain yang kuat dan konsisten, seperti Undang-Undang
Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusannya, MK telah menekankan
bahwa pembatasan hak politik harus bersifat proporsional dan tidak diskriminatif,(Harisudin &
Alfiella, 2022). Oleh karena itu, apabila pembatasan tidak disertai putusan pengadilan yang mencabut
hak politik secara eksplisit, maka upaya melarang pencalonan dapat digugat sebagai bentuk
diskriminasi administratif. Data lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat
antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Sementara Bawaslu menyatakan calon tidak
memenuhi syarat, KPU tetap meloloskannya. Ketidaksepahaman ini membuktikan bahwa tidak ada
standar baku yang dijadikan rujukan dalam menilai kasus mantan narapidana, dan justru membuka
ruang bagi konflik interpretasi yang kontraproduktif terhadap integritas pemilu,(Alasman Mpesau,
2024). Maka, dapat disimpulkan bahwa kelemahan utama dalam pencalonan mantan narapidana
korupsi bukan hanya pada aturan normatif, tetapi pada lemahnya mekanisme teknis dan koordinasi
antar lembaga penyelenggara pemilu.

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa proses pencalonan mantan terpidana korupsi di
Pilkada Boven Digoel merupakan manifestasi dari inkonsistensi hukum, lemahnya pengawasan
administratif, serta rendahnya daya dorong etika publik dalam proses demokrasi elektoral. Maka,
reformulasi terhadap PKPU dan sistem verifikasi administrasi pencalonan menjadi sangat mendesak,
tidak hanya untuk menyelaraskan norma hukum, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap proses demokrasi lokal yang bersih, adil, dan bermartabat.

Perspektif Hukum Mantan Terpidana Korupsi Di Kabupaten Boven Digoel Pada Pilkada Tahun 2020

Pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
menyajikan dilema hukum yang kompleks, karena berada di persimpangan antara hak politik
konstitusional dan pembatasan administratif berdasarkan ketentuan pemilu. Dari hasil wawancara
dengan Ketua KPU Boven Digoel dan Ketua Bawaslu, serta telaah terhadap regulasi yang relevan,
diketahui bahwa substansi utama perdebatan terletak pada tafsir terhadap PKPU Nomor 1 Tahun 2020
Pasal 4 huruf (f) dan keterkaitannya dengan Pasal 35 dan 38 KUHP serta prinsip hak asasi manusia
dalam UUD 1945. Data menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang bersangkutan telah divonis
pidana lima tahun pada tahun 2010, dan bebas pada tahun 2015, sehingga pada saat mencalonkan diri
tahun 2020, telah melewati masa pencabutan hak politik minimal dua tahun sebagaimana diatur
KUHP,(Alasman Mpesau, 2024). Namun, dari perspektif regulasi pemilu, status mantan narapidana
korupsi tetap menjadi hambatan hukum yang dipersoalkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum terhadap hak politik mantan
narapidana belum sepenuhnya terpadu. Di satu sisi, hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak
konstitusional yang hanya dapat dicabut melalui putusan pengadilan. Di sisi lain, KPU sebagai
lembaga administratif pemilu menetapkan norma teknis dalam PKPU yang secara otomatis membatasi
pencalonan terhadap mantan terpidana dengan pidana di atas lima tahun, tanpa harus melihat apakah
hak politiknya telah dicabut secara formil atau tidak,(Cibro, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa
PKPU mengambil alih otoritas pengadilan dalam hal pembatasan hak konstitusional, yang dalam
kerangka hukum tata negara Indonesia, seharusnya tidak diperkenankan.

Dalam pengolahan data dari hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa KPU Daerah
Boven Digoel menerima pencalonan karena menilai masa jeda hukum telah terpenuhi. Sementara
Bawaslu memandang bahwa dasar hukum pelarangan pencalonan harus didasarkan pada norma
PKPU yang bersifat final dalam administrasi pemilu. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa belum
terdapat sistem sinkronisasi yang kokoh antara penegakan hukum administrasi pemilu dan hukum
pidana sebagai dasar pencabutan hak politik,(Rahman & Anam, 2020). Perbedaan pemaknaan tersebut
menjadi titik temu antara hasil penelitian dan hipotesis awal, bahwa kekosongan atau tumpang tindih
norma menyebabkan ketidaksamaan penerapan hukum di lapangan.
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Dalam konteks teori demokrasi Rousseau, hak untuk dipilih adalah perwujudan kedaulatan
rakyat, dan oleh karenanya tidak dapat diabaikan hanya karena masa lalu seseorang sebagai
narapidana, terlebih bila telah menyelesaikan masa hukumannya,(Poama & Theuns, 2019). Namun
dalam penerapannya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan prinsip ini tidak bersifat
mutlak. Meskipun secara formil hak politik telah kembali, pencalonan tetap harus mempertimbangkan
integritas dan kepercayaan publik. Dalam kerangka ini, prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh
Bawaslu justru menunjukkan upaya menjaga nilai substansial demokrasi, yaitu agar yang terpilih
adalah pemimpin yang layak secara moral dan etis. Pembahasan ini juga memperlihatkan pertemuan
antara aspek normatif dan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Aristoteles. Dalam
teori keadilannya, Aristoteles menekankan bahwa keadilan bukan hanya kesetaraan, tetapi juga
proporsionalitas. Maka, pembatasan terhadap mantan koruptor untuk mencalonkan diri dapat
dibenarkan sepanjang itu untuk menjamin keadilan sosial dan mencegah kerusakan moral
publik, (Soge, 2022). Hasil ini menunjukkan bahwa teori Aristoteles mendukung kebijakan PKPU yang
membatasi pencalonan, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
secara absolut.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Boven Digoel terbelah dalam merespon
pencalonan mantan narapidana korupsi tersebut. Beberapa kalangan menilai bahwa hak politiknya
harus dipulihkan karena telah menjalani hukuman, sementara sebagian lainnya memandang bahwa
pencalonan tersebut mencederai rasa keadilan publik,(Alasman Mpesau, 2024). Data ini menunjukkan
bahwa penerimaan sosial terhadap mantan narapidana belum sepenuhnya terbentuk, khususnya
dalam jabatan publik yang mensyaratkan moralitas dan kepercayaan tinggi. Penelitian ini juga
mengungkap bahwa terdapat argumen yang dibangun atas dasar teori HAM seperti yang
dikemukakan Leah Levin, bahwa hak asasi melekat pada individu karena kemanusiaannya. Oleh sebab
itu, mantan terpidana yang telah menjalani hukuman tetap harus diberi kesempatan untuk
menjalankan hak politiknya. Namun dalam konteks ini, data membuktikan bahwa pelaksanaan HAM
tidak dapat dilakukan dalam ruang hampa, tetapi harus tetap memperhatikan norma sosial, etika
publik, dan konstitusionalisme,(Munthe & Dewi, 2020). Oleh karenanya, penerapan HAM harus
sejalan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal
28] UUD 1945.

Menariknya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, telah ditegaskan bahwa
pembatasan hak politik dimungkinkan sepanjang ditetapkan oleh undang-undang dan dilakukan
secara proporsional. Namun, hingga saat ini, belum ada pengujian yudisial yang secara eksplisit
membatalkan atau menegaskan konstitusionalitas PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf
(f),(Harisudin & Alfiella, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pentingnya dilakukan uji
materiil terhadap PKPU tersebut agar terdapat kejelasan hukum dan tidak terjadi bias tafsir antara
pengatur teknis dan konstitusi. Berdasarkan hasil pengolahan dan sintesis data, dapat disimpulkan
bahwa kasus pencalonan mantan terpidana korupsi di Boven Digoel menunjukkan lemahnya
koordinasi antar lembaga, tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan, dan absennya rambu-
rambu etik yang komprehensif. Hal ini tidak hanya berdampak pada hasil akhir Pilkada, tetapi juga
pada legitimasi hukum penyelenggaraan pemilu dan kredibilitas demokrasi lokal. Fakta bahwa
pencalonan tersebut pada akhirnya diterima juga mencerminkan bahwa proses verifikasi dan

penegakan norma administratif masih memiliki celah dalam sistem pemilu Indonesia.

Sebagai refleksi akhir, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum dan keadilan dalam pemilu, perlu ada rekonstruksi menyeluruh terhadap
mekanisme pembatasan hak politik. Hal ini mencakup penyelarasan norma KUHP, UUD 1945, UU
HAM, dan PKPU, serta pembentukan lembaga verifikasi etik independen yang tidak hanya menilai
kelengkapan administratif tetapi juga rekam jejak moral calon kepala daerah. Tanpa itu, potensi
penyalahgunaan celah hukum akan terus menjadi masalah berulang di masa mendatang.
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Dengan demikian, data yang telah diolah dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan satu
kasus spesifik, tetapi juga merepresentasikan fenomena hukum yang lebih luas, yakni ketegangan
antara hak individu dan kepentingan publik dalam ranah demokrasi elektoral. Penelitian ini tidak
bertujuan menolak hak konstitusional siapapun, tetapi menegaskan pentingnya batas etis dalam
demokrasi yang bukan hanya prosedural, melainkan juga bermoral. Substansi demokrasi hanya dapat
terwujud bila hukum dan keadilan berjalan seimbang dalam setiap proses elektoral yang
diselenggarakan oleh negara hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada
Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan,
khususnya dalam hal disharmoni norma antara PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dengan ketentuan
perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945 dan KUHP. Temuan memperlihatkan
bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai status hak politik mantan narapidana korupsi antara
yang memandangnya telah dipulihkan karena telah melewati masa jeda hukum, dan yang berpegang
pada norma administratif PKPU yang masih memberlakukan larangan. Ambiguitas ini menjadi
sorotan utama karena mencerminkan ketidakkonsistenan dalam konstruksi hukum pemilu, serta
menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu,
yang pada akhirnya mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan elektoral.

Nilai utama dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas secara kritis
posisi hukum hak politik mantan terpidana korupsi dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia.
Studi ini mengangkat pendekatan teori keadilan, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia sebagai
pisau analisis yang tidak hanya memperkuat konstruksi yuridis, tetapi juga memperluas diskursus etik
dan moral dalam hukum pemilu. Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa substansi
demokrasi tidak cukup ditegakkan melalui prosedur normatif, melainkan juga melalui keselarasan
antara nilai, integritas publik, dan ketentuan hukum yang tidak tumpang tindih. Oleh karena itu,
penelitian ini berperan penting dalam menginformasikan praktik kelembagaan pemilu serta
mendorong reformasi regulasi yang berorientasi pada perlindungan integritas dan kepercayaan publik
dalam sistem demokrasi lokal.

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, terutama karena cakupan data lapangan hanya
terfokus pada satu kasus di Kabupaten Boven Digoel dan belum dilakukan pengujian yudisial
terhadap PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f) untuk mengukur konstitusionalitasnya secara
formal. Selain itu, kajian ini belum secara mendalam melibatkan aspek komparatif dengan regulasi
serupa di negara lain yang juga menerapkan sistem pemilu demokratis. Oleh karena itu, penelitian
lanjutan disarankan untuk menggali lebih luas tentang konsekuensi hukum dan politik dari
pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk
dengan pendekatan empiris kuantitatif dan studi perbandingan hukum lintas negara. Hal ini penting
untuk merumuskan standar etik dan normatif yang konsisten serta membangun sistem verifikasi
pemilu yang adil, akuntabel, dan berkeadilan substantif.
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